
S I L A B U S

A. IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : PENGANTAR HUKUM INDONESIA 
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH : 6
JUMLAH SKS : 4 SKS
PRASYARAT : -
SEMESTER SAJIAN : I

B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata  kuliah  Pengantar  Hukum  Indonesia  membahas  tentang  Hukum 
sebagai  Pranata Sosial,  Sistem hukum Indonesia,  Sejarah politik  hukum 
Indonesia, Pembidangan hukum dan hukum positif Indonesia secara garis 
besar beserta azas-azasnya.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH
Mahasiswa dapat mengerti, memahami dan  menjelaskan Hukum sebagai 
Pranata Sosial, Sistem hukum Indonesia, Sejarah Politik hukum  Indonesia, 
Pembidangan Hukum dan hukum positif Indonesia secara garis besar 
beserta azas-azasnya.

D. LEVEL KOMPETENSI 

I PENGANTAR 
a. Pengertian PHI

• Hukum sebagai pranata sosial
• Istilah PHI dan Tata Hukum Indonesia
• Ruang Lingkup PHI

b. Hubungan antara PHI dan PIH  

II SISTEM HUKUM POSITIF  INDONESIA 
a. Pengertian sistem, sistem hukum
b. Komponen-komponen sistem hukum :

 Hukum tertulis
 Hukum Adat dan/atau Hukum Kebiasaan
 Yurisprudensi

III KONFLIK HUKUM
 Konflik antar Hukum Tertulis
 Konflik  antara  Hukum  Tertulis  dengan  Hukum  Adat 
dan/atau Hukum Kebiasaan
 Konflik antara Hukum Tertulis dengan Yurisprudensi
 Konflik antara Hukum Adat dan/atau Hukum Kebasaan 
dengan Yurisprudensi

IV SEJARAH POLITIK HUKUM INDONESIA 
a. Pengertian Politik Hukum
b. Sejarah Politik Hukum Indonesia



1. Masa Penjajahan 
2. Masa Kemerdekaan

V PEMBIDANGAN HUKUM 
a. Pengertian 
b. Tujuan
c. Pembidangan hukum

VI ASAS ASAS HUKUM

a. Hukum Perdata 
b. Hukum Pidana 
c. Hukum Tata Negara
d. Hukum Administrasi Negara
e. Hukum Internasional
f. Hukum Adat
g. Hukum Islam
h. Hukum Agraria
i. Hukum Acara Pidana 
j. Hukum Acara Perdata

1. Pengertian
2. Sumber/ dasar hukum
3. Ruang Lingkup
4. Asas Asas Hukum
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